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Salah satu wadah perlindungan bagi sumber daya alam dan keanekaragamana hayati yang kita miliki adalah
hutan lindung Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Kawasan ini
memiliki keanekaragaman hayati yang cukup mengesankan. Di hutan lindung Meratus terdapat berbagai
fauna: 29 spesies mamalia, 62 spesies burung, dan 6 spesies reptilia, dimana 38 spesies diantaranya adalah
jenis spesies yang dilindungi. Juga ditumbuhi flora: 141 jenis potion, 17 jenisrotan, 8 jenis palem-paleman,
semuaitu termasuk ke dalam 41 famili, yang terbanyak adalah famili dipterocarpaceae, kemudian famili
graminea (rotan). Sebagian dari jenis diatas adalah flora endemik Pulau Kalimantan. Selain itu hutan
lindung ini juga memiliki fungsi hidrologi bagi daerah-daerah di bawahnya seperti kota Barabai dan kota
Birayang. Di sisi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara
turun temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini
secara administratif diakui sebagai desa, yang berarti keberadaan mereka disana adalah legal (bukan sebagai
perambah). Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi, kualitas sumber daya
manusia dewasa (angkatan kerja) sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan
berjalan kaki di jalan setapak.

<br /><br />

Hutan lindung Meratus juga mempunyai fungsi hidrologi bagi daerah bawahannya seperti kota Barabai dan
kota Birayang. Jika hutan ini rusak, maka kedua kota akan berada dalam ancaman bencana banjir di musim
hujan dan kekeringan di musim kemarau.

<br /><br />

Di sisi/tepi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara turun
temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini secara
administratif diakui sebagai desa. Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi,
kualitas sumber daya manusia sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan
berjalan kaki di jalan setapak.

<br /><br />

Para stakeholder memiliki dua kepentingan berbeda, pertama, membukaisolasi desa Batu Perahu. Kedua,
mempertahankan kelestarian dan meningkatkan status hutan lindung Meratus menjadi taman nasional.
Permasalahan muncul, karena beberapa pihak meragukan kemampuan pemerintah daerah menjaga
kelestarian hutan lindung Meratus, jikajalan dibangun ke desa Batu Perahu. Alasannya sederhana,
seandainya jalan telah dibangun, maka akses bagi penebang liar untuk masuk dan menebang kayu di hutan
lindung akan lebih mudah. Para penebang liar biasanya memanfaatkan jalan umum untuk mengangkut kayu
tebangan dengan menggunakan mobil truk atau mobil jeep. Disaat jalan tidak tersedia, maka akses penebang
liar untuk mengangkut kayunya juga tertutup, dan hutan lindung akan aman dari penebang liar.

<br /><br />


https://lib.ui.ac.id/detail?id=83179&lokasi=lokal

Melaui penelitian menggunakan Arialitycal Hierarchy Process (AHP), dengan beberapa kelompok :
kelompok responden masyarakat lokal desa Batu Perahu diwakili Kepala Desa Batu Perahu, Sekretaris Desa
Batu Perahu, dan Kepala Balai Adat Batu Perahu, Kelompok responden masyarakat kota diwakiii oleh
Sekretaris Kecamatan Barabai, Lurah Barabai Barat, dan Ketua.Kelompok Tani Desa Wawai. Kelompok
Kelompok responden LSM diwakiii ketua umum LSM Pecinta Pegunungan Meratus, dan Kelompok
responden Pemda diwakili oleh Bappeda, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, dan Dinas PU dan Bangwil.

<br /><br />

Hasil penelitian menunjukkan alternatif kebijakan yang paling tinggi bobotnya yakni 0,407 sebagai prioritas
pertama adalah Pembangunan jalan skalaroda dua & peningkatan hutan lindung menjadi taman nasional
(R2& TN). Sedangkan alternatif kebijakan Peningkatan hutan lindung menjadi taman nasiona (TN) dengan
bobot 0,261 sebagai prioritas kedua, alternatif kebijakan Status quo (SQ) dengan bobot 0,203 sebagai
prioritas ketiga, dan pembangunan jalan skalaroda empat (R4) dengan bobot 0,129 sebagai alternatif
terakhir.
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Alternatif R2& TN dinilai sebagai win-win solution bagi stakeholder yang memiliki kepentingan. Alternatif
ini bisa diterima oleh semua stakeholder.



